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Menjaga Stabilitas dalam
Lingkungan yang Dinamis

Maintaining Stability in Dynamic Environment

Sistem perbankan, kepercayaan masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi merupakan tiga hal yang
saling mempengaruhi dalam suatu hubungan
yang dinamis. Untuk membantu menciptakan
stabilitas dalam sistem perbankan nasional, LPS
menerapkan suatu sistem penjaminan simpanan
yang efektif. Dengan adanya penjaminan ini,
diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan nasional tetap terjaga dan dengan
demikian mendorong pertumbuhan ekonomiyang
nyata.

Banking system, public trust and economic
growth are three correlated matters in such
a dynamic interference. To help with the
establishment of the stability of national
banking system, IDIC implements an effective
deposit insurance program, with the objective
of maintaining public trust and hence
supporting real economic growth.
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Profil Lembaga Tinjauan Operasional
Corporate Profile Operational Review

Vi S i Vision

Menjadi lembaga penjamin simpanan To BERE the deposit insurer
that is trusted with maintaining

yang dipercaya dalam memelihara the stability of Indonesia’s banking
system.

stabilitas sistem perbankan nasional.

M iSi Mission

'I . MeWUjUdkan program penjaminan i !mplement an effective deposit
insurance program;
Simpanan yang efektlf, 2. Play an active role in maintaining
_ : the stability of Indonesia‘s
2. Berperan aktif dalam memelihara banking system.

stabilitas sistem perbankan nasional.
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Tata Kelola

Tinjauan Keuangan

Governance

1. PROFESIONAL

PROFESSIONAL

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan
dengan hasil terbaik dan tuntas, senantiasa
meningkatkan kompetensi di bidangnya,
bertanggung jawab atas setiap tindakan
dan keputusan yang diambil serta risiko
yang menyertainya.

Ability to accomplish the job completely
and with the best possible results;
continuous improvement of competence
in the respective field; taking responsibility
for any actions and decisions taken, along
with the accompanying risks.

3. LAYANAN PRIMA

EXCELLENT SERVICE

Memberi pelayanan prima secara cepat,
akurat dan sesuai harapan serta kebutuhan
dan kepuasan pemangku kepentingan.

Delivering excellent services in a fast
and accurate fashion, in satisfying the
expectation and needs of stakeholders.

Financial Review

Berperilaku dan bertindak konsisten sesuai
dengan nilai-nilai serta memegang teguh
prinsip dan kode etik.

Behave and act consistently with the values
and uphold the principles and the code
of ethics.

4. PROAKTIF

PROACTIVE

Sikap tanggap atas setiap dinamika
perubahan dan mampu serta bertanggung
jawab membuat keputusan atau pilihan-
pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta
nilai-nilai yang berlaku.

Responsive in facing dynamic changes
capable to take the responsibility for
making decisions or choices based on
applicable principles and values.

Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat dengan PRIORITAS LPS.
The corporate values of IDIC hereinafter referred to as PRIORITAS LPS.

Data Lembaga
Corporate Data

Rencana LPS
Corporate Plan

5. SINERGI

SYNERGY

Bekerja bersama-sama dengan saling
memahami, menghargai dan mempercayai
untuk memberikan hasil yang terbaik.

Work together with mutual understanding,
respect and trust to deliver the best
results.
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Message from the Chairman

- Pengantar
Ketua Dewan
Komisioner

Kedisiplinan dalam menyediakan berbagai infrastruktur yang
diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan
fungsinya secara lebih baik sesuai amanat undang-undang, telah
mengantarkan lembaga menorehkan berbagai keberhasilan yang
signifikan untuk memperkuat dan memantapkan langkah-langkah
menuju tercapainya visi dan misi LPS.

The discipline in providing various infrastructure needed by Indonesia Deposit Insurance Corporation
(IDIC) to better perform its functions as mandated by the law, have ushered IDIC in recording
significant achievement to strengthen its steps towards achieving the vision and mission of IDIC.

Tahun 2012 menjadi tahun yang penting bagi negara kita.
Perekonomian Indonesia secara stabil tumbuh positif di
kisaran angka 6%, walaupun di tengah gejolak ekonomi
dunia dan upaya pemulihan negara-negara di kawasan
Eropa maupun Amerika Serikat. Kondisi yang kondusif ini
juga memberi peluang besar bagi industri perbankan untuk
mengembangkan usahanya dan membukukan kinerja yang
semakin membaik.

Bagi LPS, pertumbuhan ekonomi yang positif ini
memberikan kesempatan untuk memperkuat landasan
dan infrastruktur bagi pelaksanaan fungsi lembaga yang
lebih luas di masa mendatang. Kegiatan dan inisiatif yang
dilakukan LPS di tahun 2012 ditujukan untuk sedikitnya
mengembangkan empat hal utama. Pertama, transformasi
lembaga dalam segala aspek, termasuk di dalamnya adalah
penguatan kapasitas organisasi, pengembangan budaya

The year 2012 was a year of importance for our country.
Indonesia’s economy recorded a stable positive growth rate
of around 6%, amidst the economic instability in the world
and recovery efforts in Europe and the United States. Such
a favorable condition also provided great opportunities for
banking industry to develop their business and posted a
much improved performance.

For IDIC, the positive economic growth provides an
opportunity to strengthen its foundation and infrastructure
as the key to successfully performing broader functions in
the future. IDIC's activities and initiatives undertaken in
2012 were aimed to develop at least four main subjects.
First, the transformation of the institution in all aspects,
including strengthening the capacity of the organization,
developing corporate culture and effective working system,



Pengantar Ketua Dewan Komisioner
Message from the Chairman

kerja, pengembangan sistem kerja yang efektif, penciptaan
metodologi yang tepat sesuai dengan visi dan misi lembaga,
serta pengembangan sumber daya manusia. Hal ini akan
mengarahkan lembaga sebagai organization excellence
yang segala aktivitasnya didasarkan pada tata kelola yang
baik (good governance). Kedua, kemampuan komunikasi
publik dan arus informasi yang transparan, antara lain
untuk melindungi kepentingan konsumen penyimpan.
Ketiga, fokus dan strategi organisasi pada upaya-upaya
menjaga dan mengawasi ketahanan sistem perbankan
nasional sebagaimana yang dimandatkan undang-undang.
Dan keempat, pembangunan dan peningkatan reputasi
organisasi sebagai lembaga yang mengemban mandat
khusus untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
industri perbankan melalui program penjaminan dan
memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

Selama 2012 LPS menutup 1 BPR dan membayarkan klaim
penjaminan sebesar Rp7,04 miliar. Terkait penanganan
PT Bank Mutiara, Tbk tahun 2012, proses divestasi
PT Bank Mutiara, Tbk telah diupayakan dengan target
hasil sekurang-kurangnya sebesar Rp6,76 triliun. Namun,
proses divestasi ini belum terlaksana pada tahun 2012 dan
akan dilanjutkan pada tahun 2013. Hal penting yang juga
ingin kami sampaikan adalah bahwa terhadap laporan
keuangan tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) memberikan pendapat
“tidak memberikan pendapat” yang disebabkan adanya
perbedaan pandangan antara BPK Rl dan LPS mengenai
penyajian nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada
PT Bank Mutiara, Tbk dalam laporan keuangan LPS. Kami
terus melakukan pengkajian terhadap pencatatan PMS sesuai
dengan standar akuntansi keuangan sehingga di masa yang
akan datang tidak lagi terjadi perbedaan pandangan.

Dalam merealisasikan pencapaian-pencapaian tersebut,
terdapat empat hal yang menjadi faktor kunci keberhasilan
(key success factor) yang dijalankan dalam tahun 2012.
Pertama, kerja keras seluruh anggota Dewan Komisioner
untuk mengidentifikasi isu-isu penting terkait mandat
kewenangan LPS. Kedua, kemampuan jajaran Eksekutif
menindaklanjuti arahan dan masukan Dewan Komisioner,
dengan didukung oleh kecukupan staf yang berkualitas,
employee development, serta perhatian terhadap employee
motivation. Ketiga, keberhasilan sinergi LPS dengan
institusi-institusi yang terkait dengan pengembangan Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Keempat adalah kerja
sama dan komunikasi yang intensif dan dukungan dari
kalangan perbankan, baik secara one-on-one maupun
melalui asosiasi, serta seluruh pemangku kepentingan lain
yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Profil Lembaga Tinjauan Operasional

Corporate Profile Operational Review

creating appropriate methodology in accordance with its
vision and mission, as well as human resource development.
This will direct the institute as Organization Excellence that
based all of its activities on good governance. Second, public
communication capability and transparent information
flows, in order to protect the interests of consumers. Third,
focus and strategy in maintaining and monitoring national
banking system resilience as mandated by the Law. And
fourth, the development and improvement reputation as
an institution carrying out special mandate to maintain
public confidence in the banking industry through the
deposit insurance program and to maintain the stability of
the national banking system.

During 2012, IDIC closed 1 rural bank and has paid
insurance claims amounting to Rp7.04 billion. Related to the
handling of PT Bank Mutiara Tbk in 2012, the divestment
of PT Bank Mutiara Tbk was projected to a target of at least
Rp6.76 trillion. However, this divestment process has not
been accomplished in 2012 and will be continued in 2013.
Another important matter that we need to address, in 2012
Supreme Audit Board (BPK RI) has provided a disclaimer
opinion towards IDIC’s financial statements due to the
differences between BPK RI's viewpoint with that of IDIC
in regards to the presentation of the amount of Temporary
Capital Placement in PT Bank Mutiara, Tbk. as specified in
the IDIC’s Financial Statements. We continue to review the
presentation of Temporary Capital Placement in accordance
with accounting standards so that in future there will be no
more differences of points of view.

There were four crucial things (key success factors) in
realizing those achievements in 2012. First, the hard
work of all members of the Board of Commissioners in
identifying critical issues related to the mandate of the
authority of IDIC. Second, the capability of the Executive
Team to follow up directions and inputs from the Board
of Commissioners, supported by adequate qualified
staff, employee development, and attention to employee
motivation. Third, successful synergy between IDIC and
other related institutions in developing Financial Safety
Net (JPSK). Fourth is the cooperation and intensive
communication, as well as support from banks, either one-
on-one or through associations, and other stakeholders that
we can not mention one by one.

Laporan Tahunan ¢ Annual Report ¢ Lembaga Penjamin Simpanan 2012



Tata Kelola Tinjauan Keuangan

Rencana LPS Data Lembaga

Governance Financial Review

Walaupun kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan
masih akan tetap stabil pada tahun 2013, kami mengharapkan
agar kalangan perbankan tetap waspada dengan lebih
komprehensif melakukan analisis risiko dan langkah-langkah
konkrit yang tetap konservatif dan upaya mencapai efisiensi
yang lebih baik. Sementara itu, diperkirakan akan ada
beberapa tantangan spesifik yang juga perlu mendapat
perhatian jajaran pimpinan LPS beserta seluruh staf. Pertama,
percepatan pengembangan perangkat untuk melaksanakan
differential premium system dan purchase and assumption.
Tantangan kedua adalah inisiatif dan kreativitas sebagai
upaya untuk lebih memperbesar recovery rate, sehingga
kinerja LPS dalam menjalankan resolusi bank semakin
diakui.

LPS juga mengantisipasi proses peralihan pengaturan dan
pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yang pertukaran data dan informasi
juga menjadi isu krusial. Tantangan yang masih akan
dihadapi pada tahun 2013 adalah masih belum selesainya
beberapa undang-undang terkait dengan reformasi di sektor
keuangan.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisioner menyampaikan
ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh
pemangku kepentingan yang telah kami sebutkan di atas
yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPS. Selain
itu, penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada jajaran
Eksekutif dan seluruh karyawan LPS yang telah bekerja
dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tertinggi dalam
mewujudkan visi dan misi LPS.

Kami juga ingin mengucapkan selamat jalan dan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada anggota Dewan Komisioner
serta para anggota Komite yang berakhir masa jabatannya
pada tahun 2012. Kepada anggota Dewan Komisioner dan
anggota Komite yang baru, kami mengucapkan selamat
bergabung untuk memberikan karya terbaiknya bagi LPS
dalam memenuhi harapan seluruh stakeholders.

Demikian pengantar kami, kiranya laporan tahunan ini dapat
memberikan informasi atas kegiatan LPS dalam rangka
menjalankan fungsi dan tugasnya.

Corporate Plan Corporate Data

Although Indonesia’s economy is expected to remain stable
in 2013, we expect banks to remain cautious by conducting
a more comprehensive risk analysis and taking conservative
concrete measures, and achieving better efficiency.
Meanwhile, we also expect a number of challenges ahead
that need attention IDIC’'s Management and staffs. First,
accelerated development of devices for the implementation
of differential premium system as well as Purchase and
Assumption. Second is the initiative and creativity in the
effort to further increase the recovery rate, and hence the
IDIC's performance in conducting bank resolution will be
increasingly recognized.

IDIC also anticipates the transition process of banking
regulation and supervision from Bank Indonesia (Bl) to the
Financial Services Authority (OJK), and here the exchange
of data and information is also a crucial issue. Challenges
to be faced in 2013 is the still unfinished laws related to
financial sector reformation.

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, we
would like to address our gratitude to the aforementioned
stakeholders that has supported IDIC in implementing duties
and functions. In addition, we would also like to extend our
sincere appreciation to the executives and all employees
who have worked wholeheartedly and in full dedication in
achieving IDIC’s vision and mission.

We also would like to bid farewell and to express gratitude
to the members of the Board of Commissioners and
members of the committees who have ended their term
of office in 2012. We like to welcome the newly appointed
members of the Board of Commissioners and committees,
and expecting their best works for IDIC in meeting the
expectations of all stakeholders.

Finally, we hope that this annual report would be able to
provide information on the activities of IDIC in carrying out
its functions and duties.

g

C.'Heru Budiargo
Ketua Dewan Komisioner
Chairman
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Message from the Chief Executive Officer

Pengantar

Kepala

Eksekutif

Walaupun masih dibayangi krisis ekonomi global,
secara umum kinerja ekonomi Indonesia sepanjang
2012 cukup baik dan didukung dengan semakin
meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada dunia

perbankan.

Although the year 2012 was still overshadowed by the global economic crisis,
in general, Indonesia managed to post encouraging economic performance and
supported by the growing public confidence in the banking sector.

Patut kita syukuri bersama, walaupun masih dibayangi krisis
ekonomi global, secara umum kinerja ekonomi Indonesia
sepanjang 2012 cukup baik. Kinerja tersebut juga didukung
dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat
kepada dunia perbankan, yang dapat dilihat antara lain dari
rata-rata saldo bulanan simpanan pada bank umum tahun 2012
sebesar Rp3.008,16 triliun atau naik sebesar Rp507,92 triliun
(20,31%) dari tahun sebelumnya. Kenaikan rata-rata saldo
bulanan simpanan itu juga menyebabkan premi bank umum
yang diterima LPS selama 2012 naik sebesar Rp1.140,29 miliar
(22,96%) menjadi Rp6.105,84 miliar. Kedua hal positif tersebut
ditambah dengan hasil investasi membuat aset LPS tumbuh
sebesar 26,53% menjadi Rp34,88 triliun di akhir tahun 2012
yang tentu saja dapat diartikan sebagai salah satu peningkatan
kemampuan LPS dalam melakukan fungsinya.

Salah satu peristiwa penting di tahun 2012 yang terkait dengan
fungsi LPS untuk turut aktif dalam menciptakan dan memelihara
stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya adalah
terbentuknya Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
(FKSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank
Indonesia (Bl), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS. Forum
yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang
OJK tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar
anggotanya yang punya dasar hukum dan fungsi yang berbeda
guna melakukan pencegahan krisis. Pembentukan FKSSK

We all should be grateful that despite the fact that the year 2012
was still overshadowed by the global economic crisis, Indonesia's
economic managed to post encouraging performance. This
performance was also attributable to the growing public
confidence towards banking sector, as evident from the monthly
average of deposit balance in commercial banks in 2012 that
reached Rp3,008.16 trillion or increased by Rp507.92 trillion
(20.31%) from the previous year. Increase in the monthly
average of deposit balance has also resulted in the increase of
premium received by IDIC in 2012, amounting to Rp6,105.84
billion or rose by Rp1,140.29 billion (22.96%). Those positive
results, coupled with IDIC's return on investments, lead to a
26.53% growth of assets to become Rp34.88 trillion by the
end of 2012 which can be interpreted as an improvement in
the ability of IDIC in conducting its functions.

One of the important events in 2012, related to the IDIC's
function in actively creating and maintaining the stability
of the financial system in accordance to its authority, is the
establishment of Coordination Forum for Financial System
Stability (FKSSK), consisting of the Ministry of Finance, Bank
Indonesia (Bl), Financial Services Authority (OJK), and IDIC. The
forum that was established, in order to prevent a crisis, based
on the OJK Act and aimed at facilitating coordination among its
members who have no common legal basis and have different
functions. The establishment of FKSSK was followed by the
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kemudian diikuti dengan ditandatanganinya nota kesepahaman
(MOU) antar anggota FKSSK yang antara lain mengatur
tentang pertukaran data dan informasi serta penyusunan
Crisis Management Protocol (CMP). Selain itu sepanjang 2012,
pembentukan FKSSK ditindaklanjuti juga dengan pertemuan
untuk berbagai level (kebijakan maupun operasional) serta
pelaksanaan simulasi krisis.

Pelaksanaan fungsi sebagai pemelihara stabilitas keuangan juga
dilakukan LPS dengan melakukan penanganan bank gagal, baik
yang diselamatkan (Bank Mutiara/dahulu Bank Century) maupun
tidak diselamatkan. Terkait dengan penanganan Bank Mutiara,
di tahun 2012 yang merupakan tahun perpanjangan pertama
pelepasan saham Bank Mutiara, LPS telah melakukan proses
divestasi Bank Mutiara yang dibuka mulai tanggal 1 Februari
2012 dan ditutup tanggal 1 Juni 2012. Mengingat saat itu belum
ada calon investor yang memenuhi persyaratan, proses penjualan
saham akan dilanjutkan pada tahun 2013. Guna memperoleh
hasil yang terbaik, LPS terus berupaya untuk meningkatkan nilai
Bank Mutiara.

Pada tahun 2012, penanganan bank gagal yang tidak
diselamatkan dilakukan melalui proses likuidasi atas 47 bank
(yang dicabut izin usahanya sejak tahun 2005), dimana 13 bank
di antaranya telah selesai di tahun 2012. Selanjutnya dalam
rangka menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, selama
tahun 2012, LPS telah membayar klaim penjaminan sebesar

Rp7,04 miliar sehingga apabila dihitung sejak LPS beroperasi

(2005), total klaim yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp665

miliar. Dalam rangka memudahkan penanganan bank gagal,

LPS juga menjalin kerjasama dengan institusi lain yaitu Bank

Indonesia dan Kejaksaan dalam bentuk:

- Penandatanganan kesepakatan dengan Bank Indonesia
mengenai mekanisme penanganan dugaan tindak pidana
perbankan pada bank yang dicabut ijin usahanya;

- Nota Kesepakatan Bersama dengan Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN),
Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tahun 2012 juga menjadi tahun perubahan bagi LPS, untuk
lebih proaktif dalam menjalankan fungsi sesuai dengan
kewenangannya, sekaligus sebagai upaya merespon situasi
keuangan (khususnya perbankan) yang sangat dinamis. Di
tahun 2012 itu pula, LPS telah mempunyai sistem deteksi dini
baik terkait dengan kondisi makro ekonomi maupun industri
perbankan. Selanjutnya dalam rangka penguatan analisis risiko
guna penyempurnaan sistem deteksi dini dan antisipasi terhadap
perluasan kewenangan LPS, di tahun 2012 telah dilakukan
perekrutan personel sebanyak 24 orang serta penyiapan
infrastruktur yang diperlukan antara lain pengembangan
metodologi penetapan suku bunga, indeks stabilitas perbankan,
dan perhitungan Cadangan Klaim Penjaminan (CKP).

Terkait dengan peningkatan kualitas SDM, di tahun 2012 LPS
mulai memperkenalkan dan melakukan uji coba penilaian
berbasis kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) serta
mengadakan pelatihan internal untuk bidang kerja inti bagi
seluruh pegawai LPS. Di tahun yang sama LPS juga telah
menetapkan nilai-nilai lembaga yang baru, disesuaikan dengan

Profil Lembaga Tinjauan Operasional
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signing of a memorandum of understanding (MOU) between its
members, which among other things regulates the exchange of
data and information, and the preparation of Crisis Management
Protocol (CMP). Apart of that, during 2012, the establishment of
FKSSK was followed up by meetings for various levels (policy and
operational) and the implementation of crisis simulation.

In discharging its function as the custodian of economic stability,
IDIC also handles failing banks that can be rescued (Bank
Mutiara/formerly Century Bank) and those that can not be
rescued. Concerning the handling of Bank Mutiara, IDIC has
performed the process of divestment, started on February 1,
2012 and ended June 1, 2012. Considering that there was no
prospective investor met the requirements at the time, then the
process will be proceeded in 2013. In order to obtain the best
results, IDIC continues to seek to improve the bank's value.

In 2012, the handling of unrescued banks was conducted by

liquidating 47 banks (which business license have been revoked

since 2005), where 13 of which were completed in 2012.

Furthermore, in order to maintain public confidence towards

banking system, in 2012, IDIC paid insurance claims amounting

to Rp7.04 billion, and hence since its operation, IDIC has paid an
accumulated of Rp665 billion. To facilitate the handling of failed
banks, IDIC entered into collaboration agreements with other
institutions, namely Bank Indonesia and the Public Attorney's

Office in the form of:

- Signing an Agreement with Bank Indonesia regarding
mechanism of handling alleged banking crime in revoked
banks.

- Memorandum of Agreement with the Deputy Attorney
General for Civil and State Administration JAMDATUN),
Attorney General of Rl regarding the handling of the issue
on civil law and state administration.

The year 2012 saw a change in the way IDIC performs its function
proactively in accordance with its authority, as well as an effort
to respond to the dynamic financial situation (particularly banks).
Also in 2012, IDIC already had early warning system based on
macro economic and banking indicators. Furthermore, in order to
strengthen the risk analysis process to improve its early warning
system and to prepare for greater authority, IDIC has recruited
24 additional personnels and prepared necessary infrastructure,
such as developing interest rate setting methodology, banking
stability index, and the calculation of Provision for Insurance
Claims (CKP).

Concerning the quality improvement of human resources, in 2012
IDIC introduced and conducted a trial on the implementation
of Key Performance Indicator (KPI), as well as internal training
for the core duties of all employees. During the same year, IDIC
adapted new corporate values to conform with the behaviour
needed in conducting duties and reponsibility according to the

Laporan Tahunan ¢ Annual Report ® Lembaga Penjamin Simpanan 2012



Tata Kelola Tinjauan Keuangan

Rencana LPS

Governance Financial Review

tuntutan perilaku yang harus dimiliki seluruh personil di
Lembaga, sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan
sebaik-baiknya berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik. Nilai-nilai LPS yang baru adalah “Profesional, Integritas,
Layanan Prima, Proaktif, dan Sinergi, atau disingkat menjadi
"Prioritas LPS".

Segala upaya LPS dalam melakukan fungsinya tentu tidak akan
berjalan maksimal tanpa dukungan dan pemahaman yang
memadai dari para pemangku kepentingan terutama pelaku
industri perbankan (pengelola dan nasabah), oleh karena itu
untuk meningkatkan pemahaman tentang LPS beserta fungsinya,
LPS terus melakukan upaya sosialisasi dalam berbagai bentuk
seperti, iklan, seminar, dan talkshow. Dalam upaya sosialisasi
tersebut, LPS juga beberapa kali mengadakan seminar publik
diantaranya adalah Seminar HUT LPS ke-7 dengan pembicara
utama Prof Dr. Thomas Sargent (peraih Nobel ekonomi 2011)
di Jakarta, Penjaminan Syariah (Yogyakarta) dengan pembicara
para pakar syariah dari dalam dan luar negeri, serta seminar
bersama FKSSK di Bali. Selain upaya sosialisasi, sebagai lembaga
publik, LPS juga berusaha untuk memenuhi kewajiban sosial
melalui program CSR seperti bantuan sarana dan prasarana
pendidikan, pembangunan rumah ibadah, dan penanggulangan
bencana alam.

Seluruh pencapaian LPS di tahun 2012, tentu tidak lepas dari
dukungan semua pihak terutama para pemangku kepentingan
dan jajaran LPS. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan
terima kasih atas kepercayaan para pemangku kepentingan
dan seluruh jajaran Lembaga yang telah bekerja dengan baik,
sehingga target-target yang ditetapkan dapat dicapai dengan
baik pula. Ke depan, semoga kinerja kita semakin meningkat
dan dapat menjalankan amanat undang-undang dengan
sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Dewan Komisioner yang
telah membantu menyusun berbagai kebijakan internal maupun
melakukan pengawasan, sehingga kami dapat menjalankan
tugas berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tentunya kami juga berterima kasih kepada Instansi pemerintah
dan lembaga negara, yang telah bekerja sama membangun
sistem perbankan nasional yang stabil, demi manfaat optimal
bagi masyarakat. Dengan dukungan tersebut, kami memiliki
fondasi yang kuat untuk senantiasa berupaya menciptakan
stabilitas dalam perbankan nasional. Stabilitas tersebut akan
meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat
terhadap jalannya sistem perbankan guna mendukung
setiap sendi kehidupan mereka, dan selanjutnya mendorong
pertumbuhan ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.

Corporate Plan Corporate Data

principles of good governance. The new values adapted by IDIC is
"Professional, Integrity, Prime Services, Proactive, and Synergy”,
or shortened to “Prioritas LPS".

All of IDIC's efforts in discharging its function can not be
brought about without the support and the comprehension from
stakeholders, especially the banking industry players (managers
and customers). Therefore to promote public understanding of
IDIC and its functions, IDIC continuously conduct dissemination
efforts through advertising, public seminars and talkshow.
Some of the public seminars held in 2012 was the Seminar in
Commemoration of the IDIC's 7™ anniversary, with keynote
speakers Prof. Dr. Thomas Sargent (the 2011 Nobel winner in
economics) in Jakarta, Seminar of Sharia Insurance (Yogyakarta)
with speakers the sharia experts from Indonesia and abroad,
as well as a joint seminar with FKSSK in Bali. In addition to
dissemination, as a public institution, IDIC also strived to fulfill
its social obligations through various CSR programs, such as
supporting educational facilities, constructing worship houses,
and disaster relief.

All of IDIC's achievements in 2012 were inseparable from the
support of all parties, especially IDIC's stakeholders and employee.
For that, we would like to express our appreciation and gratitude
for the trust of stakeholders and all levels of the Institute who has
worked well, so that the targets can be achieved with a good set
anyway. In the future, hopefully increasing our performance and
can execute the mandate of the law as well as possible. Thank
you to the Board of Commissioners who have helped draw up
internal regulations and supervision, so that we can perform the
task based on the principles of good governance.

Of course we are also grateful to the other institutions, who have
worked together to build a stable national banking system, for
optimal benefit to the community. With such support, we have
a strong foundation to constantly strive to create stability in
the banking industry. Stability will increase and maintain public
confidence in the way the banking system in order to support
every aspects of life in them, and then encourage real economic
growth and sustainable.

—_—

Mirza Adityaswara
Kepala Eksekutif
Chief Executive Officer
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Executive Summary

Agar perekonomian modern dapat berjalan dengan baik
dibutuhkan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh
yang dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan para
pelaku ekonomi. Di Indonesia, salah satu tiang penyangga
tersebut adalah LPS. Sesuai dengan Undang-Undang
No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(UU LPS), LPS adalah lembaga independen yang memiliki
dua fungsi utama, yakni menjamin simpanan nasabah bank
dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan
sesuai kewenangannya. Penjaminan simpanan nasabah bank
tersebut bersifat terbatas dan antara lain ditujukan untuk
mengurangi beban anggaran negara. LPS juga memiliki tugas
untuk melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang
diputuskan tidak dapat disehatkan, atau bank gagal.

Penjaminan yang berlaku saat ini adalah sebesar
Rp2 miliar per nasabah per bank sesuai dengan Perpu No.
3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU LPS yang telah
ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No.
17 tahun 2009.

Jumlah bank peserta penjaminan di tahun 2012 adalah
1.945 bank, jumlah tersebut turun dari 1.957 bank di tahun
2011. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah bank yang
dicabut izin usaha oleh BI, serta melakukan penggabungan
usaha (merger), atau konsolidasi antarbank. Sementara itu,
LPS juga mencatat ada penerbitan izin usaha baru untuk 11
BPR dan 2 BPRS selama 2012.

Saldo bulanan total simpanan bank umum pada akhir tahun
2012 tercatat sebesar Rp3.277,15 triliun, atau meningkat
Rp446,83 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang
tercatat sebesar Rp2.830,32 triliun. Sementara itu, rata-
rata saldo bulanan total simpanan bank umum pada tahun
2012 tercatat sebesar Rp3.008,16 triliun atau meningkat
Rp507,92 triliun dibanding tahun sebelumnya, sebesar
Rp2.500,24 triliun.

Jika berdasarkan besarannya, pada tahun 2012 simpanan
bank umum dengan nominal di atas Rp5 miliar merupakan
kelompok simpanan terbesar berdasarkan saldo, dengan
jumlah saldo simpanan rata-rata mencapai Rp1.280,55
triliun setiap bulannya. Sedangkan berdasarkan rekeningnya,
rekening simpanan dengan saldo mencapai Rp100 juta
memiliki jumlah rekening paling banyak yang rata-ratanya
mencakup 97,44% dari keseluruhan rekening.

For a modern economy to run smoothly, it needs a
solid buffer system to help encourage and maintain the
confidence of players in the economy. In Indonesia, the IDIC
is one pillar of that buffer system. As defined in Law No.
24 Year 2004 on Indonesia Deposit Insurance Corporation
(IDIC Act), IDIC is an independent institution having two
primary functions, namely to insure bank depositor’s funds
and to actively participate in promoting stability of the
banking system in accordance with its authorized mandate.
The guarantee for bank customers’ deposits is limited, and
is intended to help ease the burden on the state budget.
IDIC is also tasked with the resolution of banks that are
considered to be failing banks.

Government Regulation in Lieu of Law No. 3 Year 2008 on
Amendment to the IDIC Act, that has been set to become
law based on Law No. 17 year 2009, stipulates the current
limit of deposit guarantee at Rp2 billion per depositor within
a single bank.

The number of banks participating the deposit guarantee
scheme in 2012 is 1,945 banks, a slight reduction from 1,957
banksin 2011. The reduction is due to the revocation of bank
license by Bl on a number of banks, the mergers of some
banks, and also of interbank consolidation. Meanwhile, IDIC
noted the issuance of new business licenses for 11 Rural Bank
(BPR) and 2 Sharia Rural Bank (BPRS) during 2012.

Total balance of customers’ deposits in commercial banks
at year-end 2012 amounted to Rp3,277.15 trillion,
representing an increase of Rp446.83 trillion compared to
the previous year’s level at Rp2,830.32 trillion. Meanwhile,
the average monthly balance of customers’ deposits in
commercial banks in 2012 amounted to Rp3,008.16 trillion,
representing an increase of Rp507.92 trillion compared to
Rp2,500.24 trillion in the previous year.

In terms of the size of customer deposit, deposits in
commercial banks with nominal amount in excess of Rp5
billion represents the largest group, with total average
monthly balance of Rp1,280.55 trillion. In terms of the
number of bank accounts, the majority are accounts with
balances of up to Rp100 million, which accounted to
97.44% of the total number of bank accounts.
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Bagian terbesar total simpanan di tahun 2012 berbentuk
deposito (44,66 %), disusul dengan tabungan (31,62%), dan
giro (23,64%). Apabila dikelompokkan menurut kepemilikan
bank, maka simpanan paling banyak ditempatkan di bank-
bank swasta nasional (45,45%), diikuti oleh bank BUMN
(35,26%), bank BUMD (9,98%), bank-bank asing (5,37 %),
dan bank campuran (3,94%).

Per 31 Desember 2012, saldo simpanan BPR/BPRS per
31 Desember 2012 adalah sebesar Rp49,5 triliun. Jumlah
ini meningkat sebesar Rp7,89 triliun dari tahun sebelumnya
sebesar Rp41,61 triliun. Rata-rata saldo simpanan bulanan
BPR/BPRS untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp45,31 triliun
atau naik sebesar Rp7,82 triliun dibandingkan rata-rata saldo
simpanan bulanan tahun sebelumnya.

Penerimaan premi dari bank umum di tahun 2012 tercatat
sebesar Rp6.105,84 triliun, naik sebesar Rp1.140,29 triliun
atau 23% dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan
premi dari BPR/BPRS tercatat sebesar Rp92,63 miliar atau
meningkat 25% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012, LPS menerima pembayaran denda
keterlambatan pembayaran premi dari BPR/BPRS sebesar
Rp17,12 juta, yang terdiri dari Rp11,62 juta pada semester
| dan sebesar Rp Rp5,50 juta pada semester Il.

Selama tahun 2012, LPS melakukan due diligence terhadap
beberapa bank yang ditempatkan dalam status pengawasan
khusus. Satu di antaranya, berdasarkan penilaian LPS tidak
memenuhi persyaratan untuk diselamatkan sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 UU LPS, sehingga kemudian ditetapkan
sebagai bank gagal dan diserahkan penyelesaiannya oleh BI
kepada LPS. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
jumlah bank yang diputuskan untuk tidak diselamatkan
pada tahun 2012 mengalami penurunan drastis. Pada tahun
2011, jumlah yang diputuskan untuk tidak diselamatkan
sebanyak 15 bank.

Sejak LPS beroperasi sampai dengan 31 Desember 2012,
jumlah bank yang dicabut izin usahanya berjumlah 47 bank,
yang terdiri atas satu bank umum, 44 BPR, dan dua BPRS.
Jumlah bank yang telah berakhir proses likuidasinya sampai
dengan 31 Desember 2012 adalah 34 bank, yang terdiri atas
32 BPR dan dua BPRS, dan sisanya sebanyak 13 bank masih
dalam proses likuidasi.

Corporate Plan

The largest portion of customer deposits in 2012 comprises
time deposits (44.66%), followed by savings accounts
(31.62%) and demand deposits (23.64%). In terms of
bank ownership status, most customer deposits are placed
with national private banks (45.45%), state-owned banks
(35,26%), regional government-owned banks (9.98%),
foreign banks (5.37%), and mixed banks (3.94%).

As at December 31, 2012, total balance of customers’
deposits at BPR/BPRS amounted to Rp49.5 trillion,
representing an increase of Rp7.89 trillion from the position
a year earlier at Rp41.61 trillion. The average monthly
balance of deposits at BPR/BPRS in 2012 amounted to
Rp45.31 trillion, an increase of Rp7.82 trillion compared to
the average monthly balance in the previous year.

Premium revenues from commercial banks in 2012
amounted to Rp6,105.84 trillion, an increase of Rp1,140.29
trillion, or 23%, compared to the previous year. Premium
revenues from BPR/BPRS meanwhile amounted to Rp92.63
billion, representing an increase of 25% from the previous
year.

In 2012, IDIC recorded Rp17.12 million in penalties for late
payment of premium from BPR/BPRS, consisting of Rp11.62
million in the first semester and Rp5.50 million in the second
semester of the year.

During 2012, IDIC conducted due diligence on a number of
banks with the status of under special surveillance. One of
these banks, based on the evaluation of IDIC, did not fulfill
the requirements for a rescue as provided for in Article 24
of IDIC Law, and was therefore determined as a failing bank
and handed over by BI to IDIC for resolution. Compared
to the previous years, the year 2012 saw a drastic decline
in the number of banks that were determined not to be
rescued. In 2011, there were 15 banks that were determined
not to be rescued.

Since the start of operations of IDIC and up to December
31, 2012, there were 47 banks whose licenses have been
revoked, comprising of one commercial bank, 44 BPR, and
two BPRS. As at December 31, 2012, there were 34 banks
that have completed the liquidation process, comprising 32
BPR and two BPRS, while the remaining 13 banks were still
in the liquidation process.
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Selain due diligence, LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi
terhadap simpanan nasabah dua BPR yang dicabut izin
usahanya. Jumlah simpanan pada kedua BPR tersebut
adalah sebanyak 3.673 rekening dengan nilai nominal
sebesar Rp7,162 miliar. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan
verifikasi, simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan layak
dibayar berjumlah 3.627 rekening atau sebanyak 98,75%
dari total populasi simpanan, dengan nilai nominal sebesar
Rp7,079 miliar (98,75%). Sedangkan jumlah simpanan yang
dinyatakan tidak layak dibayar sebanyak 46 rekening atau
sebanyak 1,25% dari total populasi simpanan dengan nilai
nominal sebesar Rp82 juta (1,15%).

Secara kumulatif, sampai dengan 2012, LPS telah melakukan
rekonsiliasi dan verifikasi terhadap 88.084 rekening pada
47 bank yang dicabut izin usahanya, dengan nilai nominal
Rp1.159 miliar. Dari jumlah tersebut, simpanan yang
dinyatakan sebagai simpanan yang layak dibayar mencapai
80.699 rekening (92% dari total simpanan) dengan nilai
nominal sekitar Rp897 miliar. Sedangkan simpanan yang
tidak layak dibayar secara kumulatif adalah 7.385 rekening
dengan nilai nominal Rp262 miliar. Berdasarkan hasil
rekonsiliasi dan verifikasi penyebab simpanan dinyatakan
sebagai simpanan yang tidak layak dibayar terutama
karena nasabah memperoleh bunga melebihi suku bunga
penjaminan LPS sebanyak 32% dari total rekening atau
sebanyak 84% dari total nilai nominal. Dari total nilai
nominal simpanan yang layak dibayar, yang telah dicairkan
oleh nasabah penyimpan mencapai sebanyak Rp631 miliar
(95%), sedangkan yang belum dicairkan pada umumnya
disebabkan saldo simpanan tersebut relatif kecil.

Sejak tahun 2008, LPS melakukan penanganan Bank Mutiara
(d/h Bank Century) yang telah ditetapkan sebagai bank yang
berdampak sistemik. Kondisi keuangan Bank Mutiara pada
saat ditetapkan sebagai bank gagal tercatat mengalami
kerugian bersih Rp7,53 triliun, ekuitas minus Rp6,75 triliun,
dan Capital Adequacy Ratio (CAR) negatif 81,81%. Sesuai
kewenangan yang dimilikinya, LPS mengganti seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan Penyetoran Modal
Sementara (PMS), memantau likuiditas dan operasional
di seluruh cabang bank, memperbaiki good corporate
governance, mengembangkan budaya kredit dan melakukan
sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada
Bank Mutiara.

Selama tahun 2012 penanganan Bank Mutiara difokuskan
pada upaya untuk meningkatkan nilai bank sekaligus
melaksanakan proses penjualan saham bank. Kualitas laba
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In addition to due diligence, IDIC also performed the
process of reconciliation and verification of customer
deposits of the two BPR whose licences were revoked. Total
customer deposits at these two BPR amounted to Rp7.162
billion in 3,673 accounts. Based on the reconciliation and
verification results, the deposits that were eligible for
payment amounted to 3.627 accounts, or 98.75% of the
total number of accounts, having a total value Rp7.079
billion (98.75%). Deposits that were ineligible for payment
amounted to 46 accounts, or 1.25% of the total number of
accounts, with a total value of Rp82 million (1.15%).

Cumulatively, up until year-end 2012, IDIC has conducted
the reconciliation and verification process for 88.084
accounts in the 47 banks whose licenses have been revoked,
totaling in value to Rp 1,159 billion. Of this amount, deposits
that were eligible for payment amounted to 80.699
accounts (92% of the total number of accounts) with a
value of approximately Rp897 billion. Deposits that were
ineligible for payment amounted to 7.385 accounts with
total value of Rp262 billion. Based on the reconciliation and
verification results, the primary reason for deposits being
classified as ineligible for payment is because the customer
receives an interest rate higher than the IDIC guaranteed
interest rate. This represented 32% of the total number
of accounts or 84% of the nominal value of the deposits.
From the deposits that were eligible for payment, a total of
Rp631 billion (95%) have been withdrawn by the respective
depositors, with the remaining deposits mostly in accounts
with relatively small balances.

Since 2008, IDIC has been taken over the handling of Bank
Mutiara (formerly Bank Century) that has been determined
as a systemic failing bank. At the time of being determined
a failing bank, the balance sheets of Bank Mutiara showed
a net loss of Rp7.53 trillion, an equity deficit of Rp6.75
trillion, and a negative Capital Adequacy Ratio (CAR)
of minus 81.81%. In accordance with its mandated
authority, IDIC has replaced the entire memberships of
the Board of Commissioners and Board of Directors,
undertook a Temporary Capital Placement, monitored
liquidity and operations in all branch offices, improved the
implementation of good corporate governance, nurtured a
credit culture, and performed a public education campaign
to restore public confidence to Bank Mutiara.

In 2012, Bank Mutiara resolution process is focused on
increasing the Bank's value and selling the shares. Earnings
quality in 2012 amounted to Rp146 billion, was better
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tahun 2012 sebesar Rp146 miliar jauh lebih baik daripada
laba tahun 2011. Laba tahun 2011 meskipun lebih besar
yaitu Rp260 miliar sebagian besar berasal dari pemulihan
cadangan kerugian (reverse PPA). Selain peningkatan ekuitas,
ditahun 2012 terjadi juga peningkatan total aset dana pihak
ketiga, dan penyaluran kredit. Dari segi rasio juga terjadi
perbaikan, seperti CAR naik tipis menjadi 10,1%, NPL net
membaik menjadi 3,2%, dan NIM naik menjadi 3,1%.

Pendapatan operasional LPS pada tahun 2012 tercatat
sebesar Rp7,779 triliun, terdiri dari pendapatan premi
sebesar Rp6,201 triliun dan pendapatan hasil investasi
sebesar Rp1,552 triliun. Sedangkan biaya operasi mencapai
Rp968,38 miliar. Total biaya operasi terdiri atas biaya
administrasi, biaya klaim penjaminan, biaya resolusi bank
gagal, dan biaya investasi. Pada tahun 2012, LPS memiliki
surplus bersih setelah pajak sebesar Rp6,764 triliun. Dari
surplus tersebut, LPS mengalokasikan sebanyak Rp1,352
triliun untuk cadangan tujuan dan Rp5,411 triliun untuk
cadangan penjaminan.

Terkait dengan dengan kondisi kesehatan bank, LPS
melakukan analisis risiko bank secara periodik agar dapat
mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dan efisien.
Selama tahun 2012 pertumbuhan kredit perbankan
didominasi oleh kredit produktif khususnya kredit investasi.
Walaupun pertumbuhan kredit cukup tinggi, tetapi
perbankan masih mampu mengelola kualitas kredit dengan
cukup baik, terlihat dari rasio Net NPL yang masih terjaga.
Peningkatan jumlah nominal kredit bermasalah pada tahun
2012 dapat diatasi dengan membentuk cadangan yang
memadai untuk mengantisipasi kemungkinan kredit tidak
tertagih. Secara umum distribusi peringkat bank pada tahun
2012 untuk kelompok bank umum dan bank perkreditan
rakyat menunjukkan perbaikan dibanding tahun lalu seiring
dengan masih kondusifnya kondisi perekonomian dan risiko
kredit yang terkendali.

Pada tahun 2012, LPS telah menyusun naskah konsultatif
sistem premi diferensial yang antara lain berisi latar belakang
perubahan, analisis situasional dan kesiapan sumber daya,
prinsip-prinsip penerapan, pokok-pokok pengaturan, dan
timeline penerapan.

Selain itu, LPS juga mulai mengintegrasikan seluruh proses
penyusunan profil risiko yang melibatkan seluruh unit
kerja. Kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko
telah dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan Tahun (RKAT) 2012 pada setiap unit kerja sehingga
penerapan manajemen risiko menjadi terintegrasi dengan
kegiatan dan proses kerja sehari-hari.

Corporate Plan

then that of 2011. Despite having higher earnings of
Rp260 billion in 2011, the majority derived from reversal of
provision (reverse PPA). In addition to increase in equity, the
year 2012 saw an increase in total asset, third party funds
and loan disbursement. Financial ratios also increased, such
as CAR, slightly grew to 10.1%, Net NPL increased to 3.2%
and NIM increased to 3.1%.

IDIC posted revenues from operations of Rp7.779 trillion in
2012, comprising Rp6.201 trillion of premium income and
Rp1.552 trillion of income from investments. Operational
expenses meanwhile amounted to Rp968.38 billion,
comprising of administrative expenses, insurance claim
expenses, failing bank resolution cost, and investment cost.
In 2012, IDIC recorded net surplus after taxes of Rp6.764
trillion. From the net surplus, IDIC allocated Rp1.352 trillion
to appropriated reserves and Rp5.411 trillion to guarantee
reserves.

Related to bank financial soundness, IDIC performs regular
bank risk analyses in order to ensure effective and efficient
management of the risks involved. Throughout 2012, loan
growth in the banking sector was dominated by productive
loans and especially by investment loans. Despite the
high growth rate of loans, the banking sector was able to
properly maintain the quality of loans as evidenced in the
NPL ratio within acceptable ranges. The increase in the
nominal amounts of distressed loans in 2012 was balanced
with the provision of adequate loss reserves in anticipation
of uncollectible loans. In general, distribution of bank
soundness rating for both commercial banks and rural
banks showed an improvement compared to the previous
year, in line with the conducive economic condition and
manageable credit risk levels.

In 2012, IDIC has formulated a consultative draft on the
differential premium system, which contains among other
things the background for the proposed change, situational
analysis and preparedness of resources, the implementing
principles, main rules, and timeline of implementation.

In addition, IDIC has also started to integrate a comprehensive
risk profiling process involving all of its work units. The
requirement to implement risk management has been set
out in the 2012 Work Plan and Budget (RKAT) of each
respective work unit, and thus the implementation of risk
management has been integrated into the daily activities
and work process at the work units.
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Event Highlights

Januari | January

e | PS menandatangani
Kesepakatan dengan
Bank Indonesia tentang
Mekanisme Penanganan
Dugaan Tindak Pidana
Perbankan pada Bank
yang Dicabut Izin
Usahanya pada tanggal 4
Januari 2012.

e On January 4, 2012, IDIC
signed an agreement
with Bank Indonesia
on the Mechanism
for Handling Alleged
Banking-related Criminal
Offenses in Banks with
Revoked Business
Licenses.

e |PS melanjutkan proses
divestasi PT Bank Mutiara
Tbk.

e |DIC continues the
process of divestment of
PT Bank Mutiara Tbk.

Maret | March

e Bapak Mirza Adityaswara
ditunjuk sebagai Kepala
Eksekutif LPS sejak
tanggal 20 Maret 2012.

e Mr. Mirza Adityaswara
was appointed as Chief
Executive Officer of IDIC
as of March 20, 2012.

Juni | June

e | PS menandatangani
Nota Kesepahaman
antara Kementerian
Keuangan, Bank
Indonesia dan LPS
tentang Koordinasi dalam
rangka Menjaga Stabilitas
Sistem Keuangan pada
tanggal 6 Juni 2012.

e OnJune 6, 2012, IDIC
signed a Memorandum of
Understanding with the
Ministry of Finance and
Bank Indonesia regarding
Coordination to Maintain
Financial System Stability.

e LPS mengeluarkan
Peraturan LPS (PLPS)
No.1/PLPS/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan
LPS No. 1/PLPS/2011

tentang Likuidasi Bank,
Juni 2012.

e |n June 2012, IDIC issued
the IDIC Regulation
(PLPS) No.1/PLPS/2012
on the Amendments to
the IDIC Regulation No.1/
PLPS/2011 about Bank
Liquidation.

Juli | July

e Bapak Muliaman D.
Hadad dan Bapak Firdaus
Djaelani diangkat menjadi
Ketua dan Anggota
Dewan Komisioner OJK,
20 Juli 2012.

e Mr. Muliaman D. Hadad
and Mr. Firdaus Djaelani
were inaugurated as
Chairman and Member of
Board of Commissioner
of OJK, July 20, 2012.

September | September

e | PS menyelenggarakan
seminar dengan
pembicara peraih Nobel
Thomas J Sargent
dengan topik “Banking
Industry in an Extremely
Dinamic World:
Becoming Prosperous
and Proper” dalam rangka
merayakan hari jadi LPS
ke-7 pada tanggal 26
September 2012.

On September 26, 2012,
on the celebration of

its 7" birthday, IDIC
organized a seminar with
Nobel winner Thomas J
Sargent as the keynote
speaker, with the topic
“Banking Industry in

an Extremely Dynamic
World: Becoming
Prosperous and Proper”.

Oktober | October

e LPS menandatangani
Nota Kesepakatan
Bersama dengan Jaksa
Agung Muda Bidang
Perdata dan Tata Usaha
Negara (JAMDATUN),
Kejaksaan Rl tentang
Penanganan Masalah
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Hukum Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara
pada tanggal 16 Oktober
2012.

e On October 16, 2012, IDIC
signed a Memorandum
of Understanding with
the Attorney General
of Civil Law and
State Administration
(JAMDATUN) of the
Republic of Indonesia
regarding the handling of
legal Issues in Civil Law
and State Administration.

November | November

e LPS menjadi tuan rumah
penyelenggara 4"
International Association
of Deposit Insurers
Islamic Deposit Insurance
Group Seminar yang
bertema “Promoting
Financial Stability through
Effective Islamic Deposit
Insurance Coverage” di
Yogyakarta pada tanggal
26-27 November 2012.

e |DIC became the host
of the 4" International
Association of Deposit
Insurers Islamic Deposit
Insurance Group Seminar
with the topic “Promoting
Financial Stability through
Effective Islamic Deposit
Insurance Coverage” in
Yogyakarta on November
26 to 27, 2012.
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Desember | December

LPS menandatangani
Nota Kesepahaman
(MOU) dengan Bank
Indonesia, Kementerian
Keuangan dan Otoritas
Jasa Keuangan tentang
Koordinasi dalam rangka
menjaga stabilitas sistem
keuangan, 3 Desember
2012.

IDIC signed
Memorandum of
Understanding with Bank
Indonesia, Ministry of
Finance and Financial
Service Authority

on Coordination in
Maintaining Financial
System Stability,

3 December 2012.

LPS bersama dengan
Bank Indonesia,
Kementerian

Keuangan dan Otoritas
Jasa Keuangan
menyelenggaran seminar
dengan topik “ Financial
Stability through Effective
Crisis Management

and Inter-Agency
Coordination” pada
tanggal 6-7 Desember
2012 di Nusa Dua Bali.

On December 6-7, 2012,
IDIC together with Bank
Indonesia, the Ministry of

. it

Finance and the Financial
Services Authority held

a seminar with the

topic “Financial Stability
through Effective Crisis
Management and Inter-
Agency Coordination” in
Nusa Dua, Bali.

LPS memperkenalkan
nilai-nilai LPS yang

baru (Prioritas LPS:
Profesional, Integritas,
Layanan Prima, Proaktif
dan Sinergi), Desember
2012.

In December 2012, IDIC
introduced the new
values of IDIC (Prioritas
LPS: Professional,
Integrity, Prime Service,
Proactive and Synergy).

Sepanjang tahun 2012,
LPS menyelesaikan
proses likuidasi terhadap
13 bank yang telah
dicabut izin usahanya
oleh Bank Indonesia pada
tahun-tahun sebelumnya.

During 2012, IDIC
performed liquidation
process of 13 banks
with business licenses
revoked by Bank
Indonesia in the previous
years.

Hingga akhir tahun 2012,
LPS telah menyelesaikan
proses likuidasi 34 bank
(24 BPR dan 2 BPRS) dari
47 bank yang dicabut izin
usahanya.

By the end of 2012,
IDIC had completed the
liquidation of 34 banks
(24 Rural Banks {BPR}
and 2 BPRS) of the 47
banks with revoked
licenses.

Hingga akhir tahun 2012,
biaya klaim simpanan
layak bayar berdasarkan
hasil rekonsiliasi dan
verifikasi simpanan bank
dalam likuidasi mencapai
Rp897 miliar.

By the end of 2012, the
cost of claims of eligible-
to-be-paid deposits
based on the results of
the reconciliation and
verification of deposits in
the banks in liquidation
reached Rp897 billion.

Hingga akhir tahun

2012, nasabah Bank
Dalam Likuidasi telah
mencairkan simpanan
yang layak dibayar oleh
LPS sebesar kurang lebih
Rp631 milyar.

e By the end of 2012,

customers of the banks
in liquidation withdrew
their eligible-to-be-paid
deposits by IDIC in the
amount of approximately
Rp631 billion.

LPS menjalankan uji
coba terhadap Key
Performance Indicator
(KPI) dengan metodologi
baru.

IDIC performed tests
against Key Performance
Indicators (KPI) using new
methodology.
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Penjaminan terbatas Rp100 juta per
nasabah untuk setiap bank mulai
diberlakukan.

Hingga akhir tahun 2007, biaya klaim
simpanan layak bayar berdasarkan hasil
rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank
dalam likuidasi mencapai Rp7,02 miliar.

Insurance limited to Rp100 million per
customer for each bank.

By the end of 2007, the cost of claims
of eligible-to-be-paid deposits based
on the results of the reconciliation and
verification of deposits in the banks in
liquidation reached Rp7.02 billion.

Mulai 13 Oktober 2008, nilai penjaminan
simpanan naik menjadi Rp2 miliar per
nasabah per bank, untuk mengantisipasi
dampak krisis finansial global.

Hingga akhir tahun 2008, biaya klaim
simpanan layak bayar berdasarkan hasil
rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank
dalam likuidasi mencapai Rp25,16 miliar.
21 November 2008, Komite Koordinasi
menyerahkan penanganan PT Bank
Century Tbk. kepada LPS. LPS telah
mengeluarkan biaya penanganan PT Bank
Century Tbk. sebesar Rp4,98 triliun.

LPS menjadi tuan rumah 6" IADI ARC
Annual Meeting and International
Conference di Bali.

Starting October 13, 2008, the value of
deposit insurance increased to Rp2 billion
per customer per bank, to anticipate the
impact of the global financial crisis.

By the end of 2008, the cost of claims
of eligible-to-be-paid deposits based
on the results of the reconciliation and
verification of deposits in the banks in
liquidation reached Rp25.16 billion.
November 21, 2008, the Coordinating
Committee handed the management of
PT Bank Century Tbk to IDIC. The cost for
handling PT Bank Century Tbk was Rp4.98
trillion.

IDIC hosted the 6" IADI ARC Annual
Meeting and International Conference in
Bali.

Laporan Tahunan ¢ Annual Report ¢ Lembaga Penjamin Simpanan 2012

e LPS melaksanakan proses likuidasi 20 BPR

(DL) dan 1 bank umum.

e Hingga akhir tahun 2009, biaya klaim

simpanan layak bayar berdasarkan hasil
rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank
dalam likuidasi mencapai Rp523,64
miliar.

Bank dalam penanganan LPS, PT Bank
Century Tbk., berganti nama menjadi PT
Bank Mutiara Tbk.

LPS telah mengeluarkan biaya penanganan
dalam bentuk Penyertaan Modal
Sementara bagi PT Bank Mutiara Thk.
sebesar total Rp6,76 triliun.

IDIC performed the process of liquidation
of 20 BPR (DL) and 1 commercial bank.
By the end of 2009, the cost of claims
of eligible-to-be-paid deposits based
on the results of the reconciliation and
verification of deposits in the banks in
liquidation reached Rp523.64 billion.

PT Bank Century Tbk, a bank handled
by IDIC, changed its name to PT Bank
MutiaraTbk.

The costs of Temporary Capital Placement
for PT Bank Mutiara Tbk increased to
Rp6.76 trillion.
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LPS melakukan proses likuidasi terhadap 10 BPR untuk
dicabut izin usahanya.

LPS telah melakukan pengakhiran pelaksanaan likuidasi
terhadap lima BPR.

Hingga akhir tahun 2010, biaya klaim simpanan layak
bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi
simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp25,55
miliar.

LPS terus mengupayakan penyehatan dan perbaikan
kinerja PT Bank Mutiara Tbk.

LPS menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan
Bl dan Kementerian Keuangan Rl mengenai koordinasi
pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.

LPS menandatangani Tripartite MOU dengan Malaysia
Deposit Corporation Insurance Corporation (MDIC) dan
Deposit Protection Agency (DPA) Thailand mengenai
berbagi pengalaman dan informasi.

LPS menandatangani MOU dengan Korea Deposit
Insurance Corporation (KDIC) mengenai berbagi
pengalaman dan informasi.

LPS menandatangani MOU dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Rl mengenai pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi untuk akses data LPS dalam
rangka pemeriksaan Laporan Keuangan.

LPS menetapkan Rencana Strategis LPS untuk periode
2011-2015.

LPS resmi menempati kantor baru di Equity Tower Lantai
20-21.

LPS menjadi tuan rumah penyelenggaraan Tripartite
Meeting antara Malaysia Deposit Insurance Corporation
(MDIC), Deposit Protection Agency (DPA) Thailand, dan
LPS.

IDIC performed the liquidation process of 10 Rural Banks
(BPR) wich licenses have been revoked.

IDIC completed the liquidation of five Rural Banks
(BPR).

By the end of 2010, the cost of claims of eligible-to-be-
paid deposits based on the results of the reconciliation
and verification of deposits in the banks in liquidation
reached Rp25.55 billion.

IDIC continued to restructure and improve the
performance of PT Bank Mutiara Thk.

IDIC signed a Memorandum of Understanding (MOU)
with Bank Indonesia and the Ministry of Finance
regarding the coordination to maintain the stability of
the financial system.

IDIC signed a Tripartite MOU with MDIC and DPA
Thailand regarding the sharing of experiences and
information.

IDIC signed a MOU with the Korea Deposit Insurance
Corporation (KDIC) regarding various experiences and
information.

IDIC signed a MOU with the State Audit Board (BPK) of
the Republic of Indonesia regarding the development and
management of the information system for IDIC data
access in the examination of Financial Statements.

IDIC established the IDIC Strategic Plan for the period of
2011-2015.

IDIC officially occupied the new office at the Equity
Tower, Floors 20-21.

IDIC hosted the Tripartite Meeting between Malaysia
Deposit Insurance Corporation (MDIC), Deposit
Protection Agency (DPA) Thailand, and IDIC.
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LPS melakukan proses likuidasi terhadap 15 bank yang
telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

LPS telah menyelesaikan proses likuidasi 14 bank dari
46 bank yang dicabut izin usahanya.

Hingga akhir tahun 2011, biaya klaim simpanan layak
bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi
simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp45,56
miliar.

LPS memulai proses penjualan saham PT Bank Mutiara
Thk.

LPS menandatangani Letter of Exchange dengan Central
Deposit Insurance Corporation (CDIC) Taiwan mengenai
berbagi informasi dan pengalaman.

LPS menerbitkan 3 Peraturan LPS (PLPS) yaitu tentang
Likuidasi Bank (PLPS Nomor 1/PLPS/2011), Tata Cara
Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan LPS
(PLPS Nomor 2/PLPS/2011), dan perubahan menyangkut
Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik
(PLPS Nomor 3/PLPS/2011 tentang Perubahan Kedua atas
PLPS Nomor 4/PLPS/2006).

LPS dan lkatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEl)
menyelenggarakan seminar bersama dengan tema
“Perubahan Nilai Simpanan: Syarat, Kondisi dan Exit
Policy”.

LPS dan Universitas Indonesia menyelenggarakan
seminar bersama dengan tema “ The Roles of A Deposit
Insurer as A Financial Safety Net Player Amids Global
Imbalances”.

IDIC performed the liquidation process of the 15 banks
which licenses have been revoked by Bank Indonesia.
IDIC completed the liquidation of 14 of the 46 banks
which licenses have been revoked.

By the end of 2011, the cost of claims of eligible-to-be-
paid deposits based on the results of the reconciliation
and verification of deposits in the banks in liquidation
reached Rp45.56 billion.

IDIC began to sell the shares of PT Bank Mutiara Tbk.
IDIC signed a Letter of Exchange with the Central
Deposit Insurance Corporation (CDIC) regarding various
experiences and information.

IDIC issued 3 IDIC Regulations (PLPS), namely on Bank
Liquidation (PLPS No. 1/PLPS/2011), Procedures for Sale
of Shares of the Failed Bank to be Rescued by IDIC
(PLPS No. 2/PLPS/2011), and amendments regarding
the Settlement of Non-Systemic Failed Bank (PLPS No.
3/PLPS/2011 regarding the Second Amendment to PLPS
No. 4/PLPS/2006 PIDIC).

IDIC and the Indonesian Economists Association (ISEI)
held a joint seminar with the theme “The Change in the
Value of Deposits: Terms, Conditions and Exit Policy”.
IDIC and University of Indonesia held a joint seminar with
the theme “The Roles of A Deposit Insurer as A Financial
Safety Net Player Amid Global Imbalances”.
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Important Numbers Highlights

Uraian | Description

Investasi dalam Surat Berharga
Investment in Securities

2009

10.616.585.187

2010

15.352.343.230

Dalam Ribuan Rupiah | In Thousands Rupiah

2011

20.060.287.492

2012

26.971.502.699

Penyertaan Modal Sementara
Temporary Capital Placement

6.762.361.000

6.762.361.000

6.762.361.000

6.762.361.000

Total Aktiva
Total Assets

17.744.651.865

22.548.208.628

27.565.868.074

34.879.701.645

Hutang Klaim Penjaminan
Insurance Claim Payable

37.631.486

36.662.982

37.869.590

26.141.776

Cadangan Klaim Penjaminan
Providion for Insurance Claim

7.248.371.830

11.098.230.689

10.691.811.203

11.184.587.299

Ekuitas
Equity

10.363.639.727

11.298.734.420

16.726.488.855

23.490.590.381

Pendapatan Operasi
Operating Revenues

4.746.640.934

5.308.335.177

6.410.679.815

7.779.718.547

Biaya Operasi
Operating Expenses

2.875.888.951

4.180.827.612

28.577.441

968.387.101
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Penjelasan LPS atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Terhadap Laporan Keuangan LPS 2012

IDIC’s Clarification on Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia
Findings Towards IDIC’s 2012 Financial Statements

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2012. Hasil
pemeriksaan BPK RI tersebut dituangkan dalam Laporan
nomor 23/LHP/XV.3/03/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI
memberikan pendapat “Tidak Menyatakan Pendapat”
(Disclaimer) terhadap laporan keuangan LPS tahun buku
2012.

Pendapat BPK RI terhadap laporan keuangan LPS tahun
2012 tersebut semata-mata disebabkan adanya perbedaan
pandangan antara BPK RI dengan LPS dalam penyajian
Penyertaan Modal Sementara (PMS), dimana dalam
laporan keuangan tahun 2012 LPS menyajikan PMS pada
Bank Mutiara Tbk (d.h. PT Bank Century Tbk) berdasarkan
prinsip historical cost.

BPK RIberpandangan bahwa penyajian PMS seharusnya tidak
berdasarkan prinsip historical cost namun menggunakan
nilai wajar (fair value) yang dapat memberikan taksiran
jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable
amount).

Berkaitan dengan pandangan BPK Rl tersebut, LPS dapat
menjelaskan pertimbangan penyajian PMS dimaksud
sebagai berikut:

a. Penyajian PMS LPS pada PT Bank Mutiara Thk pada
laporan keuangan LPS Tahun 2012 sesuai dengan biaya
penyelamatan yang telah dikeluarkannya (historical
cost) dilakukan dengan pertimbangan pada substansi
ekonomi dan karakteristik PMS berdasarkan UU LPS
yang sangat berbeda dengan penyertaan modal oleh
suatu entitas dengan tujuan komersial, yaitu:

e PMSoleh LPS tidak dimaksudkan untuk memperoleh
return, namun untuk melaksanakan salah satu
fungsi LPS, yaitu turut aktif dalam memelihara
stabilitas sistem perbankan sesuai dengan Pasal
4 huruf b UU LPS dan untuk menciptakan
ketahanan sektor keuangan Indonesia sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Umum UU LPS. Hal

The State Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK
Rl) has audited the financial statement of the Deposit
Insurance Agency (IDIC) in 2012. The results of audit of BPK
Rlis expressed in the report number 23/LHP/XV.3/03/2013
dated March 20, 2013.

In the audit report, BPK Rl states the opinion of “Disclaimer”
towards the financial statement of IDIC in the fiscal year
2012.

The opinion of BPK Rl on the financial statement of IDIC
in the fiscal year 2012 is solely due to the difference view
between BPK RI and IDIC regarding the presentation of
Temporary Capital Placement, in which in the 2012 financial
statement, IDIC presented the Temporary Capital Placement
in Bank Mutiara Tbk (formerly PT Bank Century Tbk) based
on the principle of historical cost.

BPK RI believes that the presentation of the Temporary
Capital Placement should not be based on the historical
cost principle but should have used fair value which can
provide the estimated recoverable amount.

In connection with the opinion of BPK RI, IDIC may
explain the presentation of Temporary Capital Placement
as follows:

a. The presentation of the Temporary Capital Placement
of IDIC in PT Bank Mutiara Tbk in the 2012 financial
statement of IDIC according to the cost of rescue
spent (historical cost) is conducted with consideration
of the economic substance and the characteristics of
Temporary Capital Placement based on the IDIC Act
which is vastly different from Capital Placement by an
entity with a commercial purpose, namely:

e Temporary Capital Placement conducted by IDIC
is not intended to gain return, but merely to carry
out the functions of IDIC is to be actively involved
in maintaining the stability of the banking system
in accordance to Article 4 letter b of IDIC Act and
to build resilience of Indonesia’s financial sector as
defined in the General Explanation of the IDIC Act.
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ini berbeda dengan tujuan penyertaan modal oleh
entitas dengan tujuan komersial yang dimaksudkan
untuk memperoleh return dan/atau untuk memiliki
atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi.

PMS bukan merupakan investasi. Pasal 82 ayat
(2) UU LPS mengatur bahwa kekayaan LPS yang
berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada
surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah
Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

PMS pada hakekatnya merupakan biaya
penanganan untuk menyelamatkan Bank Gagal.
Ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU LPS mengatur
bahwa seluruh biaya penanganan bank gagal yang
dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS. Hal ini berbeda
dengan penyertaan modal oleh entitas dengan
tujuan komersial, yang mana nilai penyertaan
tersebut pada hakekatnya merupakan biaya akuisisi
(acquisition cost) untuk memiliki atau menguasai
suatu perusahaan dalam rangka memperoleh
manfaat ekonomis. Biaya akuisisi dimaksud pada
umumnya setara dengan nilai wajarnya pada saat
pengakuan awal.

Kepemilikan PMS oleh LPS dibatasi nilai dan
waktu pelepasannya. Berdasarkan Pasal 42 UU
LPS, LPS wajib menjual seluruh saham PT Bank
Mutiara Thk pada harga paling sedikit sebesar
seluruh penempatan modal sementara yang
dikeluarkan LPS paling lama tiga tahun sejak
dimulainya penanganan bank tersebut dan dapat
diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan
masing-masing perpanjangan selama satu tahun.
LPS baru diperkenankan menjual PMS dengan nilai
di bawah harga perolehan dalam tahun keenam
sejak perolehannnya.

Corporate Plan

This is in contrast with the investments conducted
by entities with commercial purposes which
intend to gain return and/or for the possession or
control of a company in order to obtain economic
benefits.

The Temporary Capital Placement is not an
Investment. According to Article 82 paragraph
(2) of the IDIC Act, IDIC's investment can only be
placed on the securities issued by the Indonesian
Government and/or Bank Indonesia.

Temporary Capital Placement is essentially a cost
of handling to save a Failing Bank. The provision of
Article 41 paragraph (2) of the IDIC Act stipulates
that the entire cost of failing bank handling spent
by IDIC become the Temporary Capital Placement of
IDIC. This is in contrast with the Capital Placement
conducted by an entity with a commercial purpose,
which the value of investment is essentially the
acquisition cost to possess or control a company
in order to obtain economic benefits. In generally
acquisition cost equal to its fair value at initial
recognition.

The ownership of Temporary Capital Placement
by IDIC is limited in the value and time of release
(disposal). According to Article 42 of the IDIC
Act, IDIC is obliged to sell all of the shares of
PT Bank Mutiara Tbk at optimal price, that is, at
least the same amount as the entire cost of rescue
(Temporary Capital Placement) spent by IDIC no
later than 3 (three) years from the commencement
of the bank handling and can be extended not
more than two times with each renewal time of
one year. IDIC is allowed to sell the bank shares
(Temporary Capital Placement) with a value below
the cost of rescue (Tfemporary Capital Placement) in
the sixth year after the year of commencement.
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b. Pada umumnya biaya perolehan suatu penyertaan

akan relatif sama dengan nilai wajarnya pada saat
pengakuan awal, dan dalam hal biaya perolehan
lebih tinggi dari nilai wajarnya maka selisihnya akan
diakui sebagai goodwill. Sedangkan PMS merupakan
biaya penyelamatan yang tidak mencerminkan nilai
wajarnya dan pengakuan goodwill tidak dimungkinkan
berdasarkan substansi ekonomi PMS dan UU LPS.
Dengan pertimbangan tersebut, PSAK No.48 mengenai
Penurunan Nilai Aset tidak sepenuhnya relevan dengan
substansi ekonomi PMS.

Substansi ekonomi dan karakteristik PMS sebagaimana
dimaksud di atas menunjukkan bahwa harga perolehan
PMS lebih relevan dan bermanfaat dari pada nilai
wajarnya dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran PMS sebesar biaya perolehan tidak
mengurangi kualitas informasi keuangan untuk
menggambarkan kapasitas keuangan LPS dalam
menjalankan fungsinya. Berdasarkan UU LPS, kapasitas
keuangan LPS dalam melaksanakan fungsinya tidak
semata-mata direfleksikan oleh aset yang dimiliki oleh
LPS. Pasal 85 ayat (1) UU LPS mengatur bahwa dalam
hal modal LPS kurang dari modal awal, Pemerintah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menutup kekurangan tersebut. Selanjutnya, dalam
Pasal 85 ayat (2) UU LPS diatur dalam apabila LPS
mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh
pinjaman dari Pemerintah.

b.

Profil Lembaga
Corporate Profile

Tinjauan Operasional
Operational Review

In general, the acquisition cost of an investment is
relatively equal to the fair value initially recognized, and
in the event that the acquisition cost is greater/higher
than the fair value, the difference is recognized as
goodwill. The Temporary Capital Placement represents
cost of rescue that does not reflect its fair value,
whereas recognition of goodwill is not allowed by the
economic substance of Temporary Capital Placement as
well as the IDIC Act. With these considerations, PSAK
No. 48 on Impairment of Asset value is not entirely
relevant with the economic substance of Temporary
Capital Placement.

The economic substance and the characteristics
of Temporary Capital Placement as referred above
indicates that the presentation of Temporary Capital
Placement with the same amount of the cost of rescue
is more relevant and useful than using the fair value
for decision-making.

Presentation of Temporary Capital Placement with the
same amount of the cost of rescue does not reduce the
quality of financial information to describe the financial
ability of IDIC in conducting its functions. Based on the
IDIC Act, the financial ability of IDIC (going concern)
in carrying out its function is not merely reflected by
the assets owned by IDIC. Article 85 paragraph (1) of
the IDIC Act stipulates that in the case of the capital of
IDIC is less than the initial capital, the Government with
the approval from the House of Representatives will
cover the shortage. Furthermore, Article 85 paragraph
(2) of the IDIC Act stipulates that if IDIC experiences
liquidity problems, IDIC can obtain loans from the
Government.
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Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan

Statement of Accountability

Kami, atas nama Dewan Komisioner Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), menyatakan telah menyetujui dan
bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan
Tahunan LPS tahun 2012.

Laporan Tahunan LPS juga memuat Laporan Keuangan LPS
yang berakhir per 31 Desember 2012 yang telah diaudit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

We, on behalf of the Board of Commissioners of the
Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), have
approved and are fully responsible for the contents of the
IDIC Annual Report 2012.

This Annual Report is also contains IDIC’s Financial
statements ending December 31, 2012, that was
audited by the Supreme Audit Agency of the Republic of
Indonesia.

Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
Board of Commissioners of Indonesia Deposit Insurance Corporation

g

C. HERU BUDIARGO

Ketua Dewan Komisioner
Chairman

¢ it

SISWANTO

Anggota Dewan Komisioner
Member of the Board of Commissioners

—_—

MIRZA ADITYASWARA

Anggota Dewan Komisoner
Merangkap Kepala Eksekutif
Member of the Board of Commissioners
Chief Executive Officer

\_/ﬁam

AHMAD FUAD RAHMANY

Anggota Dewan Komisioner
Member of the Board of Commissioners
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About IDIC

Sekilas

Tentang LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan
lembaga independen yang berfungsi menjamin
simpanan nasabah dan turut serta memelihara
stabilitas sistem perbankan. LPS didirikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2009 dan mulai beroperasi sejak 22
September 2005.

Modal awal LPS sebesar Rp4 triliun berasal dari
Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham.
LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan
pengadministrasian semua kekayaannya. Setiap
tahun, Laporan Keuangan LPS diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Selain dari modal awal, sumber dana LPS berasal
dari hasil investasi, kontribusi kepesertaan, dan
pembayaran premi kepesertaan oleh bank peserta.
Kekayaan LPS dalam bentuk investasi hanya dapat
ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan
oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia. LPS
tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau
perusahaan lain, kecuali dalam bentuk Penyertaan
Modal Sementara dalam rangka penyelamatan
bank gagal.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS

LPS bekerja menjalankan 2 (dua) fungsi, yaitu
menjamin simpanan nasabah perbankan dan
turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, tugas
LPS adalah: (1) merumuskan dan menetapkan
kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
(2) melaksanakan penjaminan simpanan; (3)
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam
rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem
perbankan; dan (4) merumuskan, menetapkan, dan
melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal
(bank resolution) yang tidak berdampak sistemik.

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC)
is an independent agency that serves to guarantee
customers deposits and maintain the stability of the
banking system. The IDIC was established based
on Act No. 24 Year 2004 regarding the Deposit
Insurance Corporation (IDIC Act), which was then
amended by Act No. 7 Year 2009, and commenced
its operations on September 22, 2005.

The initial capital of the IDIC of Rp 4 trillion was
derived from the Government of Indonesia, and
was a separated part of the State’s assets and was
not divided into shares. The IDIC is responsible for
the management and administration of all its assets.
Every year, the Financial Statements of the IDIC are
audited by the State Audit Board of the Republic of
Indonesia (BPK RI).

Aside from the initial capital, sources of funds of The
IDIC come from investment returns, contributions
of members, and payments of premium by
participating banks. The assets of the IDI